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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Soppeng, 31 Desember
1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di
ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Bong, 17 Agustus 1987, umur
37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Penaga Tambak, tempat kediaman di ALAMAT,

sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024
yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tarakan, Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 2013, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi
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Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXtanggal 25 November
2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT selama 1 tahun, kemudian
pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMATselama
7 tahun, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;

b. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat
pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Desember tahun
2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang
tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu
pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan
Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk
Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat
dibantu oleh orangtua dan anak Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
tanggal 12-11-2024, 26-11-2024, dan 28-11-2024 Tergugat tidak hadir
meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.S.,
S.H., CPM) tanggal 05 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena tidak hadir sidang tanggal tanggal 12-11-2024, 26-11-2024,
dan 28-11-2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXatas nama Penggugat dengan
Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan
Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 23 November 2013,
bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;
B. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 14 Hal. | Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT,;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
ALAMAT, hingga pisabh;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak,

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2023, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember tahun 2023 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar
Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
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- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
ALAMAT, hingga pisabh;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak,

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan sepuluh tahun 2023, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan dua belas tahun 2023 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama
Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata
domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama
Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan
hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian
adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di
Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam
perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di
persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat diterima
dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam
gugatannya sama dengan identitas yang tertera dalam Duplikat buku nikah
(bukti P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten
(R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
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telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai
pihak berperkara (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di
persidangan kecuali tanggal 12-11-2024, 26-11-2024, dan 28-11-2024 Tergugat
tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan
menunjuk mediator Pengadilan Agama Tarakan yang bernama (Abdullah, S.S.,
S.H., CPM) tanggal 05 November 2024, namun proses perdamaian tersebut
tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalill gugatan Penggugat
adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir;
b. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

. Akibatnya, pada Desember tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di
atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin
antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan
Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,
Penggugat dibantu oleh orangtua dan anak Penggugat. Atas dasar itu,
Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan
keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan
untuk menjawab gugatan Penggugat, oleh karena itu patut diduga Tergugat
dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena
perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap
diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan
bahwa:"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,
menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa
tersebut”, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil

gugatannya,

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana
yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun
1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub
dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:
“Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima
apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan
dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat
Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah
sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan
pasal 1911 KUHPerdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar
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keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dan akan

dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal
307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas
sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi
tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada 26 November 2013 telah berhubungan layaknya suami isteri
dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober tahun 2023, antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember tahun 2023 antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat
pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami
istri, in casu Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang
cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
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istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan alasan percaraian a quo adalah Penjelasan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan
bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan
hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran;
ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah menikah pada tanggal 26 November 2013 dan belum dikaruniai
anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak bulan Oktober tahun 2023,
antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak menjalin
komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa unsur
ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi
antara Penggugat dengan Tergugat Dbersifat terus-menerus dan
berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah
diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali
rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak
berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau
melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa
unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan
Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan
unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah
mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun
tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi
yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah
berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04
Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat
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disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan
untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang berkepanjangan
dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah
tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling
mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu
satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim
berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai
dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp179000,00 ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada
hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26
Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.l. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh
Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat secara
elektronik.

Hakim Tunggal,
Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.l., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.
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Perincian Biaya Perkara:
- PNBP :Rp 60.000,-

- Proses "Rp 75.000,-
- Pemanggilan :Rp 34.000,-
- Meterai :Rp 10.000.-

Jumlah :Rp 179.000,-
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
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